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TENTANG

PEMBEITTT'IIAIT KOMISI PEI{GAWASAN PT'PI'K DAN PESTISIDA
PROVIITSI L/\UPT'NG

GT'BERITT'R LlT PUIIG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk
meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan agar dalam
pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk dan
pestisida dapat bedalan efektif, efisien, dan untuk
menjamin ketersediaan pupuk sesuai asas 7 (tujuh) tepat
$umlah, jenis, mutu, waktu, tempat, harga dan sasaran),
serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif
pestisida, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan
terkoord inasi dengan stakelwlder terkait;

b. bahwa berdasarkan l,ampiran Keputusan Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :

28.2/Kpts/SR .34O / B / OS / 2022 tentang Petunjuk Teknis
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, baik Provinsi
maupun Kabupaten / Kota adal,ah salah satu wadah
koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi
terkait di bidang pupuk dan pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna
dan berhasilguna, perlu membentuk Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida Provinsi l.ampung dan menetapkannya
dengan Keputusan Gubernur Lampung;

l. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja
menjadi Undan g-Undang;

2. Undang Undang Nomor 22 Talrurr 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang
Pengawasal Atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman;
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Mernpertratikan

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 20 1 I ;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
lO7/Permentan lSR.14O19/2014 tentang Pengawasan
Pestisida;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
36/Permentan/SRl lOl2OlT tentang Pendaftaran Pupuk
An-Organik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 0l Tahun 2019 tentang
Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah
Tanah;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penda-ftaran Pestisida;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1O Tahun 2022 tefiang
Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian;

13. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237 /Kpts/ OT.2|O I 4 /2OO3 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
238/Kpts/OT.21O I 4 l2OO3 tentang Pedoman Penggunaan
Pupuk An-Organik;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
239/Kpts/OT.2lO / 4 /2OO3 tentang Pengawasan Formula
Pupuk An-Organik;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
262lKpts/SR.3lOlM/412019 tentang kmbaga Uji dan Uji
Efektifitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah
Tanah;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
77 I /Kpts/SR.32O / M I 12 / 202 I tentang Penetapan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2022;

6. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian Nomor
a5. 12lKpts/SR.84O/B/ ll / 2022 tentang Petunjuk Teknis
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023;

MEilIIIUSKAIY:

KEPUTUSAJY GI'BER"ITUR TEITTANG PEMBEITTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PT'PUX DAN PESTISIDA PROVIilSI LAMPUNG.

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi
Lampung dengan susunan personalia, struktur organisasi dan
uraian tugas sebagairnana tercantum dalam l,ampiran I,
la.mpiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana
dimaksud pada Dilctum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, yang
berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
la.mpung dengan susunan personalia sebagaimeura tercantum
dalam Lampiran IV Keputusan ini.
Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi t ampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Hd-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah
Provinsi l,ampung selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Provinsi Lampung.

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/168/B.Oa /HK|2O23 tentang Pembentukan
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi La.mpung,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal /3-*-2024
GT'BERITI'R I,AUPUI| G,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
l. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Ja-karta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Pmvinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi lampung di Telukbetung;
7. Ketua Tim Pengawasan Pupu-k Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
8. Ketua Komisi Pupuk dan Pestisida di Jakarta;
9. Direktur Utama Pf. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
10. Pimpinan PT. Pusri Palembang PPD lampung;
11. Pimpinan PT. Petrokimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
12. General Manager PI. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
13. Masing-masing anggota yang bersalgkutan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBE
NoMoR , cl /7/,
TANGGAL /3

RNUR LAMPUNG
/8.O4lHKl2024
- // 

- 2024

SUSIIIIAI{ PERSOI{ALIA KOIISI PEI|GAWASAIT PUPI'K DAN PESTISIDA
PROVITSI I.AUPI'I{G

I.

II.

I II.

Pembina

Ketua

Ketua I

Gubernur Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi l.ampung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi
Lampung.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi lampung.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
l.ampung.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi la.mpung.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi l,ampung.

VI. Sekretaris

VII. Sekretaris I

VIII. Sekretaris II

IV. Ketua II

V. Ketua III

X

Anggota : l. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi lampung.

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi la.mpung.

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi I-ampung.

5. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
Provinsi Lampung.

6. Direlrtur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah tampung.

7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi l,ampung.

Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Telcris Dinas (UPTD) Pelatihan
dan Peny'uluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung.

anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi t ampung.

2.ZurizaJ, S.E.,M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro
Perekonomian Sektetariat Daerah Provinsi Lampung).

3. Moralita Tauhid, S.TP.,M.Si (Analis Pupuk Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan
Hortikultura Provinsi ta.mpung).

IX
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Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk Non Subsidi

Koordinator : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung.

Anggota : l.Yunita Sari, S.STP.,M.H (Analis Kebijakan Ahli Muda
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).

2. Pozaldy, ST (Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi la.mpung).

Kelompok Kerja Pengawasan Pestisida

Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bdai
Proteksi Tanaman Pangan dan HorLikultura Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan HorLikultura
Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi l.ampung.

2. Koordinator Kelompok Fungsi Pemeriksaan Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi
Lampung.

GUBERITI'R LAMPUNG,

ARINAL DJUI{AIDI
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LAMPIRAN II: I(EPUTUSAN GU-BEBNUR LAMPUNG
NOMOR : C/ //o /e.O41HK/2O24
TANGGAL: /3 - r'_ 2024

STRI'I(TT'R ORGAJSISASI KOMISI PEICGASASAIT PT'PI'K DAN PESTISIDA
PROVITSI LIIUPUITG

PEMBINA

KETUA

KETUA IIIKETUA II(ETUA I

SEKRETARIS

ANGGOTA

POIOA PUPUK

NONSUBSIDI

POKJA

PESTISIDA
POKJA PUPUK

BERSUBSIDI

SEKRETARIS I SEKRETARIS II

Keterangan:
: Jalur Komando
: Jalur Koordinasi

GUBERNUR LAIYIPUNG,

ARINAL DJUNNDI



I-AMPIRAN III R LAMPUNG
04lHK/2024

_ 2024

URAIAN TUGAS DAN WEWEI|ANG KODIISI PEI|GAWASAIT PUPT'K DAI{
PFSTISIDA PROVIilSI LATIPUITG

I. TUGAS
1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung

terhadap pengadaan, peredaran, dan penyimpanan, serta penggunaan
pupuk dan pestisida.

2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas/Badan/lnstansi terkait dan Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.

3. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida Kabupaten/ Kota.

II. WEII'ENANG

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan
petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan
Pestisida di tingkat provinsi;

2. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan befalan lancar;

3. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pupuk dan Pestisida
mengenai keragaan / komposisi, mutu, harga dan penggunaan Pupuk dan
Pestisida yang dikelolanya serta, pendistribusiannya dan persediaan yang
ada;

4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelalu usaha, serta anggota
komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalem peredaran Pupuk
dan Pestisida, serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan
pemanfaatan Pupuk dan Pestisida, serta melakukan pengecekan,
penettian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;

5. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai
dengan yang dibutuhkan;

6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menalgani hukum
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan
Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian
pihak lain;

7. memberi pendapat saran penjelasan yang dengan hal-hal yang dijumpai
dalam berhubungan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan; dan

8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan
pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan wewenzlng masing-masing instansi yang berkaitan
dengan penzrnganan Pupuk dan Pestisida baik di tingkat Provinsi maupun
di tingkat Kabupaten / Kota lingkup Provinsi.

KEPUTUSAN GUBERNU
NoMoR : c1 ff6 p.
TANGGAL: /3 ^
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III. Tugas dan Fungd [arlng-Maslng Peranglat Daerah Terkait

1. Dinas Kesehatan Provlnrl Lampung

a. melakukan sosialisasi dan pembinaaan untuk pencegahaan dampak
negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaraan
dan penggunaan pupuk dan pestisida; dan

b. melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaraan dan
penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan masyarakat.

2. Dln,at KetenagalerJaen

a. melakukan pengawasan terkait keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja yang menanganipengadaan, peredaran, penyimpanan serta
penggun.ran pupuk dan pestisida;

b. melakukan pengawasan terhadap perlindungan tenaga ke4'a anak
dalam penggunaan pupuk dan pestisida di tempat ke{a; dan

c. melakukan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta
penggunaan pupuk dan pestisida sesuai standar dan ketentuan atau
prosedur yang telah ditetapkan.

3. Kementerlan Ltngkungan Hldup

a. melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya
dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup;

b. melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi,
peredaran, perdagangan pestisida dan formulasi pestisida yang
dilarang; dan

c. melakukan pemantauan media lingkungan terhadap pestisida
yang bersifat sangat berbahaya beracun.

4. Badan Pengawa: Obat dan aLanan (BPiOUl

a. melalukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan
kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia
dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.

b. melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan
olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba,
cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.

5f Dlnar Perlndustrlan dea Perdegangan

a. melakukan pembinaan terhadap industri pupuk dan pestisida yang
aman dan ramah lingkungan;

b. melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk
bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HBT), distribusi dari Lini
I sampai dengan IV; dan

c. melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau
jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau
jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk
penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan
jaminan dan atau garansi yang disepakati atau pe{anjian dan atau
klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida.



-9-

6! Kepollrlan l)aenh Lampung

melakukan kerjasama penega-kan hukum terkait dengan peredaran
pupuk dan pestisida.

7) KeJaksaan Tinggt Lempung

melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran
pupuk dan pestisida.

GT'BERITTIR LADIPUNG,

ARIITAL DJUNNDI
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I,AMPIRAN TV: I(EPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : c1 //.5 /8.o4/HK/2o24
TANGGAL: /S - / _ 2024

SUSUI{AIT PERSOTALI,A SEIIRETARIAT KOMISI PEIIGAWASAIT PT'PUK
DAN PESTISIDA PROVII|SI L/I.UPT'NG

I. Koordinator

II. Anggota

Zurizal, S.E.,M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi l,ampung).

l.Yunita Sari, S.STP.,M.H (Analis Kebijakan Ahli Muda Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi L,ampung).

2. Putri Meirina Hepki Ali, S.Kom.,M.M (Analis Lingkungan
Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).

3. M. Renaldo Jaya, S.STP (Analis Program Pembangunan
Pertanian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).

4. Citra Anggun Sari, S.E.,M.M (Analis Kelautan dan Perikanan
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi l^ampung).

5. Elia Kontesa, S.A.P (Analis Keselamatan dan Pertambangan
Energi Biro Perekonomial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARII{AL DJUI{NDI


